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TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KERJA KOTA PARIAMAN

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan publik secara online
sesuail dengan asas penyelenggaraan pemerintah
yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggara pelayanan publik wajib
menetapkan Standar Operasional Prosedur:
bahwa Standar Operasional Prosedur perizinan
berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan
non perizinan bertujuan untuk memberikan
acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
penyelenggaraan pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 244, Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 5587) sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Nomor
9 2015, Lembaran Negara RI Nomor 5679);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:




Menetapkan
KESATU

KEDUA

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP Pelayanan
Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan
Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pariaman, dengan susunan dan uraian
tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

Standar Operational Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU meliputi sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Perizinan
Berusaha Berisiko Rendah dan Menengah
Rendah;

2. Standar Operasional Prosedur Perizinan
Berusaha Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi;

3. Standar Operasional Prosedur Penerbitan
Persyaratan  Dasar  Perizinan Berusaha/
Perizinan Dasar (PKKPR&KKPR)

4. Standar Operasional Prosedur Persetujuan
Lingkungan;

5. Standar Operasional Prosedur Persetujuan
Bangunan Gedung;



6. Standar Operasional Prosedur Penerbitan
Sertifikat Layak Fungsi;

7. Standar Operasional Prosedur Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung;

~ 8. Standar Operasional Prosedur Perizinan Non

KETIGA

KETUJUH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Berusaha Sektor Kesehatan;

9. Standar Operational Prosedur Sektor Perizinan
Non Berusaha Sektor Sosial;

10. Standar Operasional Prosedur Perizinan
Reklame

11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Non
Perizinan

Standar Operasional Prosedur sebagaimana
terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan
oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan
dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 39 opmoet 2021

NOVIARDI. SH
NIP. 19661104 198903 1 011

1. Walikota Pariaman (sebagai laporan)
Pariaman

2. Inspektur Kota ;
3. Kepala BPKPSDM Kota Pariaman
4. Arsip.




